
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR    6   TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Tarif Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1694); 

   2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1694);  

   3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

   4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438 ); 



   5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2011 Nomor 66);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI JASA USAHA. 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah       

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh 

Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. 

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau Badan. 

7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah. 



10. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/dan 

penginapan sejenis yang disediakan, dimiliki,  dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah, dikecualiakan pada tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa/asrama yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD, dan 

pihak swasta. 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan 

hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dikecualiakan 

penjualan produksi oleh pemerintah,BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

12. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Gubernur. 

13. Surat ketetapan Retribusi D yang Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

14. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

15 Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna 

jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan 

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

17. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik 

yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. 

18. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga. 

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang 

berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah. 

20. Harga Sewa adalah jumlah atau nilai, baik dalam bentuk uang 

maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa 

kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan 

daerah untuk jangka waktu tertentu. 

 



 

21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.      

Pasal 2 

Tarif Retribusi Jasa Usaha yang sudah ada perlu dilakukan 

penyesuaian karena biaya untuk penyediaan layanan cukup besar 

dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan 

permintaan layanan yang  berorientasi pada harga pasar disamping 

itu juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta 

memperoleh keuntungan yang layak secara efisien dan berorientasi 

pada harga pasar. 

Pasal 3 

Tujuan Perubahan Tarif retribusi Jasa Usaha adalah: 

a. mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha 

terhadap pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/ 

pesanggrahan/villa dan penjualan produksi usaha daerah. 

b. mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah secara optimal 

dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak 

swasta. 

c. memberikan kepastian kepada kepala SKPD sebagai pengelola 

retribusi jasa usaha terhadap pengenaan tarif retribusi atau tarif 

sewa terhadap pemanfaatan kekayaan daerah. 

Pasal 4 

  Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada 

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, beberapa struktur dan 

besaran tarif retribusi jasa usaha  diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan 

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini.  

Pasal 5 

 Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/ 

memakai/membeli obyek retribusi dari retribusi jasa usaha wajib 

melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4. 

 

 



Pasal 6 

 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 11 Maret 2014 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

 

                 H. M. ZAINUL MAJDI 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 12 Maret 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

 

           H. MUHAMMAD NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


